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ABSTRAK 

Wibowo, Sukma Hari. 2018. Trotoar Sebagai Lahan PKL : Studi Tentang

Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi

Trotoar di Kabupaten Temanggung. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Pembimbing II : 

Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

Kata kunci   : Penegakan Hukum, Trotoar Sebagai Lahan PKL, Fungsi           

Trotoar di Kabupaten Temanggung 

 

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan 

dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin 

keamanan pejalan kaki. Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik 

itu lapak pedagang kaki lima maupun warung – warung semipermanen dapat 

mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi 

merasa tidak nyaman, kemudian memilih untuk melintas di badan jalan daripada 

harus naik turun antara trotoar dan badan jalan. Perumusan masalah penelitian ini 

adalah : (1) Bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana dengan diatur 

dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung? (2) 

Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan 

trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung? 

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata orang dan 

perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan

dokumen serta jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis. 

Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut : (1) Implementasi fungsi 

trotoar di Kabupaten Temanggung menurut Peraturan Perundang – Undangan 

serta Realitas Penggunaan Trotoar di Kabupaten Temanggung. (2) Upaya 

penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai 

lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung menggunakan dua 

upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Implementasi fungsi trotoar di 

Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana 

secara maksimal. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait melakukan 

tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada para PKL, memberikan 

dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan memberikan gambaran / pandangan 

ke depan, agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada 

Peraturan Perundang – Undangan. Upaya Represif ialah suatu kondisi di mana 

upaya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilaksanakan, maka 

perlu adanya suatu tindakan nyata Instansi terkait yang berpedoman pada 

Peraturan Daerah perihal trotoar melakukan penertiban para PKL yang secara 

nyata pula telah melanggar dan / atau tidak mengindahkan fungsi trotoar 

sebagaimana mestinya. Saran penelitian ini ialah hendaknya Satpol PP mengatur 

penataan dan penertiban secara rutin keberadaan para PKL di setiap jalan 

protokol, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar, 

serta perlu adanya koordinasi dan kerjasama Instansi terkait agar dapat 

menegakkan hukum dalam menaunggulangi penyalahgunaan trotoar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan – kemajuan yang dicapai pada era reformasi memberikan 

harapan yang lebih baik bagi warga masyarakat, namun di sisi lain dengan 

derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai 

persoalan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek 

sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan – perubahan 

yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk 

menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang 

memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku masyarakat yang termasuk 

di dalamnya mereka yang bekerja mencari nafkah sebagai penjual / pedagang, 

yang menempati tempat diberbagai lahan dan sering disebut sebagai  

pedagang kaki lima (PKL). 

Kawasan pusat pemerintahan di setiap daerah di Indonesia cenderung 

mengalami permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota 

semakin berat. Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan 

yang tidak diimbangi oleh keserasian penataan ruang – ruang kota 

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan seperti 

bertambahnya bangunan – bangunan yang mereduksi fungsi trotoar. Semakin 

berkembangnya kegiatan sektor informal di ruang kota termasuk di atas 

trotoar, membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh 

pedagang yang menjajakan dagangannya. Hal tersebut menghasilkan ruang 
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kota yang tidak manusiawi, mengabaikan aspek lingkungan, dan kurang 

memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu pengguna fasilitas –

fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan (Soedradjat, 2008 : 35). 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena dualistik atau biasa 

disebut dengan sektor pasar formal dan informal perkotaan tersebut sering 

diakibatkan oleh ketidakmatangan perencanaan dan pengawasan 

pembangunan pada seluruh bagian kota dimana kondisi dualistik ini sering 

berkembang dengan sendirinya secara spontan, tidak terencana dan liar. 

Menurut Yustika (2000 : 230), salah satu permasalahan yang ditimbulkan 

dalam hubungannya dengan model dualistik pasar tenaga kerja di perkotaan 

yang menggunakan istilah sektor informal dan sektor formal, pedagang kaki 

lima (PKL) nampaknya akan menjadi jenis pekerjaan yang penting dan relatif 

khas dalam sektor informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal 

dalam hal ini PKL tidak selalu mendatangkan masalah dalam aktivitas 

perkotaan namun terdapat sisi positif dalam sektor informal tersebut. Senada 

dengan pendapat di atas adalah sebagaimana dikonstantasikan oleh Sunyoto 

(2006 : 50), bahwa “Sektor informal dapat dianggap sebagai sabuk

penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung 

di sektor formal.” 

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan 

jalan dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin 

keamanan pejalan kaki. Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu para pejalan kaki berada pada posisi yang 

lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan 
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memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari 

manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari 

arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan – gangguan yang 

besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. 

Suryani (2006 : 27) berpendapat bahwa, “Trotoar adalah zona yang

berada di antara garis pemisah pada jalur lalu lintas dan berbatasan langsung 

dengan lahan atau bangunan, dibuat dan dimaksudkan untuk kepentingan 

pejalan kaki atau kepemilikan pribadi yang paralel dan dekat dengan jalan 

raya.” 

Trotoar yang seharusnya menjadi tempat untuk pejalan kaki, 

disalahgunakan. Tidak jarang di ruas – ruas jalan protokol di Kabupaten 

Temanggung terdapati penyalahgunaan trotoar. Penyalahgunaan trotoar salah 

satunya yaitu digunakan untuk berdagang. Para pedagang kaki lima 

menggunakan trotoar untuk berdagang, dikarenakan mereka tidak mempunyai 

tempat yang cukup untuk berdagang. Penyalahgunaan lainnya yaitu 

menggunakan trotoar untuk lahan parkir. Tak sedikit di Kabupaten 

Temanggung yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan 

terutama kendaraan roda dua. Namun dalam hal ini penulis menitikberatkan 

pada penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL). 

Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik itu lapak 

pedagang kaki lima maupun warung – warung semipermanen dapat 

mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi 

merasa tidak nyaman apabila harus berjalan di trotoar yang menjadi sebuah 

titik perniagaan. Kemungkinan mereka harus berebutan trotoar dengan para 
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pembeli yang berkerumun di lapak PKL maupun warung – warung 

semipermanen tersebut. Alhasil, para pejalan kaki pun kemudian memilih 

untuk melintas di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan 

badan jalan. Padahal, terkadang badan jalan yang akan mereka lalui juga 

dijejali kendaraan bermotor milik para pembeli. Hal ini tentu dapat 

membahayakan keselamatan mereka karena berada langsung pada satu area 

dengan para pengguna jalan yang notabene menggunakan kendaraan 

bermotor. 

Mengenai peraturan yang berhubungan dengan jalan telah diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (UU LLAJ). Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas – fasilitas 

lainnya seperti : lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan / 

atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut (manula) 

sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang 

LLAJ. 

Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ berbunyi : 

Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diselenggarakan oleh : 

a. Pemerintah untuk jalan nasional; 

b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; 

c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; 

d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan 

e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol. 

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi 

dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung 

kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan 
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jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf (h) UU LLAJ, “Fasilitas pendukung kegiatan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan 

Jalan.” Artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga

merupakan perlengkapan jalan. Masih berkaitan dengan trotoar sebagai 

perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, “Setiap orang 

dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi 

perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Penting

diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang 

telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar 

diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. 

Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang 

menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki :  

1) Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada 

fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua 

puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau 

2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan 

pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu 

Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 

275 ayat (1) UU LLAJ). 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan atau 
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yang biasa disebut Perda K4 juga mencantumkan apa pengertian dari jalan 

dan trotoar. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (15) Perda K4, bahwa 

“Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.”

Pada Pasal 12 ditegaskan pula larangan dalam Perda K4 ini yang berbunyi : 

Untuk menjaga Ketertiban, masyarakat dilarang : 

a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah 

diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, 

poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon – pohon 

atau bangunan – bangunan lain di sepanjang jalan, baik 

fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan; 

d. berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan; 

e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan 

jalan umum; 

f. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang 

karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan 

keselamatan umum di badan jalan; dan 

g. memarkir kendaraan di sembarang tempat. 

Tedapat ancaman pidana pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 

tentang K4 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 20 yang berbunyi : 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, 

Pasal 12, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

Peraturan lainnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

tentang Jalan atau PP Jalan. PP Jalan ini salah satunya mengatur tentang 

bagian – bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, 

dan ruang pengawasan jalan (Pasal 33 PP Jalan). Berdasarkan Pasal 34 ayat 

(1) PP Jalan, “Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, 

dan ambang pengamannya.” Lebih lanjut, ruang manfaat jalan itu hanya
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diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, 

saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, 

gorong – gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya (Pasal 

34 ayat (3) PP Jalan). 

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan 

yang berbunyi : “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya

diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.” Hal ini berarti, fungsi trotoar 

tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara 

pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan 

kaki. 

Persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang 

harus ditangani dan diselesaikan. Kondisi ini perlu adanya koordinasi dari 

Pemerintah Daerah terhadap para PKL, serta masayarakat sebagai tujuan 

berbangsa dan bernegara. Koordinasi tersebut haruslah diwujudkan dengan 

adanya dialog yang memperbincangkan persoalan – persoalan PKL serta 

bagaimana pula penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di 

setiap daerah bisa menjunjang perekonomian seluruh lapisan masyarakat. 

Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak maupun menurunkan 

kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta suatu tata 

ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik dan tata tertib sosial 

yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi para 

PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini 

menyangkut aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan lingkungan itu 

sendiri. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Trotoar Sebagai Lahan PKL : 

Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan 

Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitianan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1) Implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung. 

2) Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan fungsi trotoar. 

3) Realitas Penggunaan trotoar di Kabupaten Temanggung. 

4) Upaya preventif penegakan hukum dalam menanggulangi 

penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima di Kabupaten 

Temanggung. 

5) Upaya represif penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan 

trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima di Kabupaten Temanggung. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Agar penelitianan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam, maka terlebih dahulu penulis akan menentukan apa 

sebenarnya yang akan diteliti. Agar sasaran pembahasan dapat tercapai, 

maka di sini penulis akan mengungkapkan pembatasan masalah 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 
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1. Implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung. 

2. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan 

trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 

Temanggung. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  batasan  masalah yang  telah penulis pilih maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung ? 

2) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi 

penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di 

Kabupaten Temanggung ? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1) Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi trotoar sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten 

Temanggung. 

2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penegakan hukum 

maupun tindakan dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar 

sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 

Temanggung. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan 

manfaat baik itu secara teoretis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoretis diharapkan mampu memperkaya teori –

teori berkaitan dengan peraturan yang mengatur fungsi trotoar, 

serta penegakan hukum penanggulangan penyalahgunaan trotoar 

sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL). 

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pustaka hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana,

khususnya memperluas pengetahuan serta dapat menambah 

literatur tentang fungsi trotoar, serta penegakan hukum 

penanggulangan penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang 

kaki lima (PKL). 

 Manfaat berikutnya adalah sebagai studi keilmuan dan dapat 

dijadikan sebagai tambahan sumber dan referensi pustaka. 

 Diharapkan hasil pemikiran dalam penelitian ini dapat 

disumbangkan dan dijadikan arah sebagai penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

 Bagi penulis, peneltitan ini merupakan salah satu langkah dalam 

mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara 

ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak 

menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya dengan 

trotoar sebagai lahan PKL : studi tentang penegakan hukum 
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sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan fungsi trotoar di 

Kabupaten Temanggung. 

 Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terkait penegakan hukum sebagai upaya 

penanggulangan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kabupaten 

Temanggung. 

 Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan serta wawasan secara umum terkait penegakan 

hukum sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan fungsi 

trotoar di Kabupaten Temanggung. 

 Bagi penulis lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih 

terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu, terbuka  lebar bagi 

penulis lain untuk melakukan kajian lanjut di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari skripsi tahun 2013 oleh 

Bakri dengan judul “Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki 

Lima Jalan Z. A. Pagar Alam Bandar Lampung”, memaparkan latar belakang 

penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang pedagang kaki lima dapat 

berupa keterbatasan modal, lokasi yang dinilai strategis, besarnya laba yang 

didapatkan dengan berjualan di trotoar, jenis dagangannya agar mudah dalam 

menggapai konsumen dan lain sebagainya. Menyikapi hal itu maka

diperlukan penelitian tentang alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang 

kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa trotoar 

berubah fungsi menjadi tempat pedagang kaki lima. Analisa tersebut 

memberikan pembahasan atas pengaruh dari kemampuan pedagang kaki lima 

menyewa ruko, luas trotoar yang digunakan pedagang kaki lima, jenis 

pedagang kaki lima yang berada di sepanjang trotoar, serta persepsi pedagang 

kaki lima terhadap lokasi tempat dagangnya di trotoar. 

Berbeda dengan skripsi penulis yang terfokus pada peraturan yang 

mengatur tentang trotoar, melakukan penelitian di daerah Temanggung, 

mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi trotoar, dan mengetahui 

upaya penegakan hukum penyalahgunaan trotoar. 

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari tugas akhir tahun 2016 

oleh Kurniawati dengan judul “Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Untuk Parkir

(Studi Kasus : Jl. Margonda Raya, Depok)”, memaparkan penelitian 
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khususnya sepanjang jalan Margonda Raya banyak fungsi trotoar yang 

disalahgunakan, entah itu untuk berjualan dan untuk area parkir. Fungsi dari 

trotoar sendiri yaitu sebagai jalur pedestrian berjalan yang berbatasan dengan 

jalan untuk pengguna kendaraan. Selain trotoar, jalur yang berkaitan dengan 

pejalan kaki lainya adalah zebra cross dan lampu lalu lintas untuk pejalan 

kaki dan juga jembatan penyebrangan orang (JPO). Untuk itu penulisan ini 

dibuat sebagai reaksi agar nantinya dapat dilakukan pembangunan sarana 

untuk pejalan kaki yang lebih baik. Tujuan daripada penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan memahami masalah – masalah yang ada di kawasan 

perkotaan, memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam meneliti 

perancangan yang baik, dan memahami fungsi dari trotoar itu sendiri. 

Berbeda dengan skripsi di atas dalam tulisan ini penulis lebih  

memfokuskan pada peraturan yang mengatur tentang trotoar dan 

implementasi dari peraturan tersebut serta penelitian dilakukan di daerah 

Temanggung, di samping juga pemahaman terkait upaya penegakan hukum 

penyalahgunaan trotoar. 

Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari tesis tahun 2005 oleh 

Wibowo dengan judul “Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan

Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang”, memaparkan bahwa kenyamanan 

merupakan salah satu nilai vital yang selayaknya harus dinikmati oleh 

manusia ketika melakukan aktivitas di dalam suatu ruang. Faktor – faktor 

yang meliputi, keteraturan sirkulasi, perlindungan terhadap cuaca, peredam 

kebisingan, polusi udara, bentuk lanskap yang baik, kebersihan dan 

keindahan yang terjaga, terjaminnya rasa keamanan, serta kelengkapan 
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fasilitas jalan, benar – benar merupakan unsur – unsur pokok yang menunjang 

kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan jalur trotoar jalan M.T

Haryono, Semarang. 

Berbeda dengan skripsi penulis yang terfokus pada peraturan yang 

mengatur tentang trotoar, melakukan penelitian di daerah Temanggung, 

mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi trotoar, dan mengetahui 

upaya penegakan hukum penyalahgunaan trotoar. 

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Dimensi Keadilan dalam Penegakan Hukum 

Sebelum memaparkan keadilan dalam penegakan hukum, penulis 

terlebih dahulu menjabarkan apa yang dimaksud dengan hukum. 

Hukum adalah suatu norma yang terdapat di dalam masyarakat. Norma 

hukum mempunyai hukuman yang lebih tegas. Hukum digunakan 

dalam untuk menghasilkan adanya keteraturan di dalam masyarakat, 

agar dapat terwujudnya sebuah keseimbangan di dalam masyarakat di 

mana masyarakat tidak dapat dengan sebebas – bebasnya dalam 

bermasyarakat, maka pastilah terdapat batasan – batasan agar 

ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan. 

Hukum dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ((KBBI 

Daring (kbbi.kemdikbud.go.id)), ialah sebagai berikut : 

 Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap 
mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau 

pemerintah. 

 Undang – Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat. 

 Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam 
dan sebagainya) tertentu. 
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 Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 

(dalam pengadilan) : vonis. 

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (codes 

of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang 

luas. Menurut Lawrence M. Friedman dalam Kalo (2010 : 18 – 19),

mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, aspek pertama 

mempunyai struktur. Aspek kedua memiliki substansi, meliputi aturan, 

norma, dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. 

Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, 

seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang 

yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga adalah budaya 

hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. 

Penjelasan Friedman yang dikutip oleh Kalo (2010 : 21), 

Struktur hukum (legal structure) dapat diibaratkan sebagai 

mesin. Substansi hukum (legal substance) adalah apa yang 

dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum 

(legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin 

itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. 

Pendapat Ali (2002 : 30), yaitu “Seperangkat kaidah atau aturan

yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.” 

Hukum dalam arti luas memiliki arti keseluruhan aturan yang 

mengatur dan menjadi pedoman prilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara yang  didukung oleh sistem sanksi 

tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Setiap orang 

maupun badan yang melanggar peraturan hukum yang sudah ada akan 
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dikenakan sanksi yang berupa hukuman (punishment) sebagai reaksi 

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan

hukum itu dapat berlangsung secara baik dan diterima oleh seluruh 

masyarakat, maka peraturan – peraturan hukum haruslah sesuai dan 

tidak boleh bertentangan dengan asas – asas kedilan dari masyarakat 

tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya 

kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula 

bersendikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadailan dari masyarakat 

(Kansil, 1986 : 63). 

Kajian sebagaimana penulis menjabarkan adalah hal yang sangat 

penting terkait penegakan hukum. Penegakan hukum terdiri dari kata 

penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan / 

menegakkan. Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan dan rasa 

kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan.

Pelaksaaan hukum dapat berlangsung secara normal serta damai, tetapi

dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran 

hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui 

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan  ide – ide 

maupun konsep – konsep hukum yang diharapakan masyarakat menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan 

banyak hal. Menurut Dellyana (1988 : 32 – 37), ada 3 unsur yang perlu 

diperhatikan dalam penegakan hukum, di antaranya : 
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1. Kepastian Hukum 

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan 

terhadap tindakan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum 

yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut 

hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa 

yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau 

salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini 

dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam 

suatu Undang – Undang dan akan jelas pula penerapanya. Dengan 

kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya 

dan obyeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi  kepastian 

hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang 

mutlak ada setiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan 

situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan 

efisiensi. 

2. Keadilan Hukum 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 

dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan 

hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus 

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat 

mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, 
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tetap ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum 

tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, 

bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum 

satu – satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara 

yang patut diperoleh pihak – pihak, baik berupa keuntungan maupun 

berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan 

sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang 

atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga 

bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang 

menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa 

keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Dari sekian banyak para 

ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang 

sesungguhnya serta dari literatur – literatur yang ada dapat 

memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan 

adalah  menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang 

menyangkut hak dan kewajiban.  Keadilan yaitu bagaimana pihak –

pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang 

kemudian dihadapkan dengan kewjibanya. Di situlah berfungsi 

keadilan. 

3. Kemanfaatan Hukum 

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan 

untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar,

tidak saling berhantaman, dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya 

pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak 
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pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun 

menjadikan solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh 

potensi – potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum 

itu untuk ditaati. Bagaimana pun juga, tujuan penetapan hukum

adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus 

ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi 

sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan 

dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil 

itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua 

pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada 

hukum dan aturan itu sendiri. Kemamfaatan hukum perlu 

diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat 

dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan 

hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena jika kita 

berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya melihat pada 

Peraturan Perundang – Undangan, yang terkadang aturan itu tidak 

sesempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan, bahwa

keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang 

lain – lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Maka dari 

itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan 

kepastian dan keadilan haruslah proporsional. 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam peristiwa konkret, 
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hukumlah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh 

menyimpang. Sesuai peribahasa hukum, Fiat Justitia Ruat Coelum atau

Fiat Justitia Pereat Mundus, yang artinya sekalipun esok langit akan 

runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan 

kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan 

oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan 

Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang – wenang 

yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan 

masyarakatnya. Mengaharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat 

akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan 

sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk 

kepada kita apa yang benar apa yang tidak. Hukum untuk manusia 

maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan 

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan timbul 

keresahan dalam masyarakat. Berikutnya adalah keadilan, masyarakat 

berkeinginan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan 

diperhatikan. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum 

yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Dalam seminar 

makalah menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 1), penegakan hukum dapat 

ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek, yakni sebagai 

berikut : 
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Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai 

penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh 

subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif 

dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau 

menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan 

hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 

berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak 

hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Masih dalam pandangan Prof. Jimly Aashidiqi, bahwa  pengertian 

penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu 

dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup 

makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya 

bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena 

itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa 

Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti 

luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti 

sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan 

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul 

dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule 

of law versus the rule of just law atau dalam istilah the rule of law and 

not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by 

law. Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh 
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hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup 

pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, 

digunakan istilah the rule of just law. Dalam istilah the rule of law and 

not of man dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya 

pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, 

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang 

dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan 

hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. (Asshiddiqie, 2006 :   

29) 

Uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan 

hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam 

arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 

perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang secara resmi diberi tugas 

dan kewenangan oleh Undang – Undang untuk menjamin berfungsinya 

norma – norma hukum yang terkait dengan tema penegakan hukum. 

Soekanto (1979 : 5), memberikan pengertian dari penegakan 

hukum ialah “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang 

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.” 
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2.2.2 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto (2004 : 42), adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 

keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar 

hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan 

hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun 

juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai 

kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian penegak hukum. 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh 

perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 

diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada 

hal – hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 

banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap 

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum 

yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 
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e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari – hari, orang 

begitu sering membicarakan tentang budaya. 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai 

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya 

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa 

yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. 

2.2.3 Trotoar  dalam  Perspektif  Fungsi  

Ir. Wibowo Gunawan (1988 : 9) dalam bukunya Standart 

Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan, menjelaskan bahwa trotoar 

memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan 

kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus 

terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut 

mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang 

berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya 

harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat 

tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan 

raya tidak memasuki wilayah trotoar yang dapat membahayakan pejalan 

kaki. 

Iswanto menyatakan (2006 : 21), pengertian trotoar dijelaskan 

sebagai berikut : 

Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan 

pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan 

pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat 

meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi 

pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial 

antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang 

publik. 
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Pengertian lanjutan mengenai trotoar menurut Uniaty (1992 : 17), 

yakni sebagai berikut : 

Jalur trotoar sebagai bagian ruang arsitektur kota 

merupakan prasarana penting dalam sistem transportasi kota 

dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari 

transportasi kota. Penanganan jalur trotoar tidak sekedar 

menekankan pada penanganan secara kualitas dan kuantitas 

fisik saja, melainkan pula penenganan non fisik yang 

berkaitan dengan manusia sebagai pemakai jalur tersebut. 

Tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa trotoar 

merupakan jalan yang disediakan dan digunakan untuk pejalan kaki. 

Jalur ini berada di pinggir jalan dan memiliki ketinggian tertentu serta 

terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Dapat dikatakan bahwa 

segala sesuatu bangunan yang berada di trotoar tidak diperkenankan 

karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Namun pada 

kenyataannya saat ini trotoar sudah banyak yang disalahgunakan dan 

banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun fungsi. Karena 

perubahan tersebut pada saat ini berkembang dengan pesat pula 

penyalahgunaan yang terjadi sehingga beberapa trotoar di jalan protokol 

Temanggung dapat dikatakan sulit untuk dilewati, karena pejalan kaki 

sering kali harus turun ke jalan raya sebagai pengganti trotoar. 

Selain itu trotoar bukan tempat untuk parkir karena bentuk fisik 

trotoar, lebar dan tinggi diatur sedemikian rupa agar pejalan kaki dapat 

berjalan dengan nyaman. Dengan adanya kendaran bermotor yang 

berada di atas trotoar, secara otomatis akan menjadikan lebar trotoar 

semakin sempit. Jumlah pejalan kaki yang melintas harus disertai 
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dengan lebar yang memadai, akan menjadikan pejalan kaki lebih aman 

dan nyaman. 

2.2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Pengertian pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah 

untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial 

di atas Daerah Milik Jalan (DMJ / trotoar) yang (seharusnya) 

diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian) (id.wikipedia.org). 

Penyebutan kaki lima adalah dua kaki pedagang ditambah tiga (kaki) 

gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). 

Dari beberapa pandangan tersebut dapat diambil satu benang merahnya 

bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah mereka yang 

berjualan di tempat – tempat umum yang sifatnya tidak permanen, 

bermodal kecil dan dilakukan secara pribadi atau berkelompok. 

Istilah pedagang kaki lima sebenarnya telah ada dari zaman 

Raffles yaitu berasal dari istilah 5 (five) feet yang berarti jalur di pinggir 

jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut 

dengan Hawkers yang memiliki pengertian orang – orang yang 

menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di 

pinggir jalan dan trotoar (McGee dan Yeung, 1977 : 25). 

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan 

dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah 

yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal (1) 

berbunyi : “Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan
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usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak 

maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, 

fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta 

yang bersifat sementara / tidak menetap.” 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 

PENATAAN PEDAGANG PASAR KLIWON UTARA PASCA 

KEBAKARAN, PEDAGANG KAKI LIMA, PARKIR, DAN 

TERMINAL ANGKUTAN KOTA / PEDESAAN, Pasal 1 ayat (5) 

berbunyi : “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL

adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam 

kegiatan ekonomi yang menggunakan ruas jalan umum atau fasilitas 

umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan 

peralatan bergerak maupun tidak bergerak.” 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pemerintah Daerah 

Kawasan Ibukota Jakarta dalam PERDA DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 

1978 atas dasar faktor lokasi yang penulis ambil sebagai pengertian 

tambahan (Chandrakirana dan Sadoko, 1994 : 43), yang mendefinisikan 

PKL sebagai mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian 

jalan / trotoar dan tempat – tempat umum untuk kepentingan umum 

yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan 

miliknya. Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa PKL dibedakan 

dari pedagang lain berdasar jenis peruntukan dan status kepemilikan 

lokasi usaha mereka bukan berdasar kekuatan modal, cara kerja ataupun 

status legalitas mereka. 

Edited with the trial version of

To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

FlexiPDF

http://www.flexipdf.com


Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau sebagai berikut 

(Simanjuntak, 1989 : 64) : 

 Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak 

memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian 

kerja yang fleksibel. 

 Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal 
kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil. 

 Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Secara umum kerangka berpikir yang hendak dibangun dapat 

dilihat dalam bagan sebagai berikut : 

Bagan 2.1 

Kerangka Berpikir 

Peraturan Perundang – 

Undangan : 

1. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 
41 Tahun 2012 
tentang Pedoman 

Penataan dan 
Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima 

(PERMENDAGRI) 
2. Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan 
(PP Jalan) 

3. Undang – Undang 
Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan 
Jalan (UU LLAJ 

FUNGSI 

TROTOAR 

PENGGUNA : 

1. Pejalan kaki 

2. Pedagang Kaki Lima 

3. Tempat Parkir 

Pedagang Kaki 

Lima (PKL) 

Landasan Hak / Hukum : 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Kebersihan, 

Keindahan, Ketertiban, 

Dan Kesehatan 

Lingkungan (Perda K4) 

Instansi : 

1. SATPOL PP 

2. POLRES 

TEMANGGUNG 

PENEGAKAN 

HUKUM 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung sebagaimana 

dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, 

Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten 

Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana 

secara maksimal. Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 

2006 tentang Jalan serta penegakan Undang – Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten 

Temanggung yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum merupakan pedoman  

yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama tentang 

mekanisme penggunaan jalan dan ketertiban di jalan raya guna 

menunjang ketertiban umum. 

2. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi 

trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 

Temanggung menggunakan 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan 

upaya represif. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait 

melakukan tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada 

para PKL, memberikan dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan 

memberikan gambaran / pandangan ke depan, agar tercipta suatu 
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kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada Peraturan 

Perundang – Undangan perihal trotoar. Upaya Represif ialah suatu 

kondisi di mana upaya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif 

telah dilaksanakan, maka perlu adanya suatu tindakan nyata pemerintah 

yaitu Instansi terkait yang berpedoman pada Peraturan Daerah perihal 

trotoar melakukan penertiban para PKL yang secara nyata pula telah 

melanggar dan / atau tidak mengindahkan fungsi trotoar sebagaimana 

mestinya. Oleh karena itu, Satpol PP berhak melakukan tindakan 

penertiban terkait pelanggaran yang ada. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan hal – hal 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung 

mengatur penataan dan penertiban secara rutin keberadaan para 

pedagang kaki lima (PKL) di setiap jalan – jalan protokol di setiap 

sudut Kabupaten Temanggung sesuai pedoman Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

2. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada para PKL yang 

melanggar dan tidak bias dibina. Sanksi Pidana sebenarnya sudah ada 

pada UU LLAJ, namun pelaksanannya dirasa kurang tegas. 

3. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait untuk dapat 

menegakkan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar 

sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung. 
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